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W ithout equal access fo the law, the systens not ondy robs the poor of their only
profection, but it places in the hands of their oppressors ihe most powerful and
ruthless weapon ever invented..

(Reginald Heber Smith, 1919)

Elksistensi bantuan hukum merupakan condifio sine gque non dalam
sebuah negara bukum. Kita mengenal adanya asas egaality before law, di
mana setiap orang mempunyal kedudukan yang sama di mata hukum.
Namun, bantuan hukum bukanlah sekadar perpanjangan tangan dari
sebuah asas. llehadiran bantuan hukum yang kemudian melembaga ke
berbagal bentuk telah menempatkan dirinya menjadi sebuah gerakan
perlawanan atas ketidakadilan. Atas sebuah kondisi sosial yang timpang,
Demi sebuak kondisi politik vang dipinggirkan. Pan atas sebuah kondisi

ekonomi vang menvengsarakan.
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Kontekstualisasi Bantuan Hukum S
© Buku ini mencoba mengulas konsep bantuan hukum seéar"a'
komprehensif, khususnya melihat dari sejarah, latar belakang, hlng_)(g)a; '
penerapan bantuan hukum di berbagai negara. Adnan Buyung Nasution, -
Abdul Rahman Saleh, Paskah Suzetta, hingga Patra M Zen mencoba
menuangkan gagasan mengenai konsep bantuan hukum dalam buku 1n1 -
i Dalam perkembangannya, bantuan hukum vang bermula darz -
keinginan orang untuk memberikan derma (sharify) dalam membanru si-
miskin telah berevolusi menjadi sebuah hak konstitusional warga negara -
yang harus dipenuhi, Bahkan, konsep bantuan hukem kini dihubunglﬂn '

dengan cita-cita negara kescjahteraan (weffare statd), sehingga hampir
setiap negara merancang bantuan hukum sebagai bagian dari f’lqihtas _
kesejahteraan dan keadilan sosial (hal. 4). S

~Bantuan hukum sendiri telah ada di Indonesia pada masa pen}a;ﬂh’m
Behndft. Saat itu, bantuan hukum bersifat cradisional karena terbatas
pada kegiatan di bidang konsultasi dan pendampingan hukum di
pengadilan. Kemudian, konsep ini mulai melembaga melalui Lembaga
Baatuan Hukum (ILBH) yang didirikan di Jakarta pada 28 Oktober 1970,
Konsep bantuan hukum yang diusung saat itu melipud: (1) memberikan
bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang buta hukam; (2)
Menumbuhbkan dan membina kesadaran warga masyarakat akan hak-
haknya sebagai subyek hukum; (3) mengadakan pembaharuan huLum
sesual dengan tntutan zaman (hal, 224).

Dari gambaran tersebut, buku ini mencoba menggambarkan
proses evolusi konsep bantuan hukum yang semakin meluas, Dari
sekadar memberikan pendampingan di pengadilan hingga memberikan
pencerdasan hukum di masyarakat. Bahkan, LBH telah membesikan
kontribusi menaju perubahan ke arah demoksatisasi, dan menjadikannya
sebagai lokomotif demokrasi. LBH telah menempatkan posisi dan
peranan yang baru s a #s kekuasaan negara yang omaipoten. Hal ini
terlihat dari kasus-kasus yang ditangani LBH seperti, Perkara G305,
Stigma PIKI, perkara Komando Jihad, MALARI, kasus Tanjung Priuk,
Kedung Ombo, dan lain-lain.

Seiring dengan beralihnya kekuasaan pemerintahan, bantuan
hukum dan lembaganya tidak lagi dipandang sebagal sebush gerakan
oposisi murni. Hak masyarakat untuk mendapatkan baniuan hukum

dipandang sebagai sebuah hak asast yang wajibh dipenuhi. Amandemen
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UUD 1945 Paml ZbD fwat (1) meneoqskan bahwascmap oxang) v berhak -7
: _.mendapatkan pengakum pellmdungan kepastian - hukum yang adil; '
L dan _eiiﬁkuqn yang sama. Ketentvan ini kemudian dnmplememasﬁxan_
" dalam Pasal 17 UU No. 39 Tahua 1999 tentang Halk Asasi Manusia.
":-Subs1d meennﬂh tuhadap layanan: bmtuan hukum ini sebenaqu
- 'telah'_dilql\uisﬁan sejak-lama. Adqpun penvaiuran ANZEATANNY diserahkan
' ] ncracklan t)engad_]hn newezl V'mg c_rsr:bfzr d1 seluluh \Vﬂﬂ‘,”ih_ i

fLm:m demzk;an bab vantr secara’ Lhusm membahas lx.cbi;qkan'

’mntuan hukum l\umng memberikan ul'mn vang cukup lengkap dan jelas
mmgmm bagaimana peran negara dalam memberikan bantuan hukum.
Apa saja yang menjadi kekurangan dan kelebihan melanisme pemberian
bantuan hukum sekarang, serta scjauh mana efisiensi mekanisme
tcrsebui membetikan. 11’1218\’9.3.’11\_'1t akses masyarakat terhadap keadilan
juga }\umx:;o diulas mendalam dalam buku ini. Mengingat juga salah satu
rEjuan dltc_rblt kannva buku ini adalah untuk mendorong dmndanfriﬂnnva
Undaagmundmg Bantuan Hukum di Indonesia.

Bant;;_f}m Hukuam di Negara Lain

- Sebagai bahan perbandingan, buku ini menawarkan berbagai konsep
bar}m;}:{j_.fhukum di berbagai negara. Di antaranya bantuan hukum di
Austm_li_é; Tatwan, dan Afrika Selaran. Sistem baatuan hukum di Australia
terdiri daxi empat komponen utama: (1) Komisi Bantuan Hukum; (2)
Community Legal Centres; (3) pelayanan hukum untuk masyarakat
pribumi; - (4) pendampingan cuma-cuma oleh pengacara. Satu hal
vang unils di dalam sistem bantuan hukum di Australia adalah adanya
pelayanan: khusus untuk masyarakat pribumi. Hal ini bisa dipahami
mengingat kondisi sosial politik Australia V'mfr masih kurang toleran
terthadap masyarakat pribumi. :

- Bagian vang perlu mendapat perhatian adalah buku ini mengangkat
skema bantuan hakum di Taiwan, sebuah role wode/ negara vang tidak
lazim difakukan dalam melakulan perbandingan. Namun, dari sini dapat
dipahami bahwa sejarah berdirinya lembaga bantuan hukum di Taiwan
serupa dengan di Indonesia. Di tahun 1979, cikal bakal pelayanan
lembaga bantuan hukum didirikan di Universitas Nasional Taiwan.

P embqqq tersebut hanya sebatas melayani konsultasi hukum, sementara
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I TR JCTIZATATA H R D AR T (Xt W N U S S8 i op 7 % 758 ' ' e i s e L v
b I 5

JENTERABTdisi 19 - Tahun VBApril-funi 2009 117




Negara dan Bantuan HukumaAndhy Martuaraja -~

Kondisi serupa pernah terjadi di Indonesia, ketika Prof. Mochfar -
Kusumaatmadja mendirikan klinik hukum di Universitas qu;ad;aran =
pada tahun 1969. Dari klinik hukum tersebut sebenarnya %udah
terbangun konsep dasar bantuan hukum yang kita kenal sekarang, 7.

“Satu hal yang menaril, buku ini memberikan rmang yang 1eb1h
besar kepada pembaca untuk bisa memahami kondisi bantuan hukiim
di:Afrika Selatan. Padahal, politik gparsheid vang dijalankan Pemerifitzih:-
Afrika Selatan juga berdampak pada mekanisme bantuan hukum yang..
ditetapkan. Ketika UU Bantuan Hukum disahkan pada talun {969, tdak
ada dampak yang berarti bagi ras berkulit hitam dalam hal pelayanan
hukum. Saat itu, culup banyak orang kulit hitam yang diadili tanpa
didampingi pengacara dan langsung diputus oleh pengadilan, Namun,
seiring dengan perkembangan zaman, capaian perbailan strategi bantuan
hukum di Afrilsa Selatan semakin membaik. Sampai alchir tahun 1990-an,
Dewan Bantuan Hukum, yang mengoordinasikan pemberian bantuan
hukum di Afrika Selatan, mencoba meningkatkan muta pelayan'annya‘
Untuk tahun 1998-1999, Dewan menerima dana bantuan hukum tdak
lutang dari US§ 45.000.000 untuk menjalankan program bantuan hul\mum
kepada masyarakat (hal. 182). E

‘Sclain dukungan dana, Dewan juga memperbaiki kinerjanya dengan
melihat respons penegak hukum, tingkat kepuasan kiien, serta penilalan
dari institusi independen. Mungkin hal inilah yang dijadikan alasan
oleh penulis untuk mengangkat negara Afrika Selatan sebagai bahan
perbandingan. Sister bantuan hukum di Afrika Selatan terus mengalami
perbaikan terutama mengenai hal yang bersentuhan langsung dengan
masyarakat. Gambaran tersebut diharapkan dapat memberikan masukan
vang ideal bagi bantuan hukum di Indonesia.

Menanti lahirnya UU Bantuan Hukum

Titik penting dari diterbitkannya karya inf adalah untuk menyadarkan
berbagai pihak mengenai urgensi UU Bantuan Hukem. Usulan RUU
Bantuan Hukum sendiri sebenarnya sudah bergulir sejak tanggal 12 funi
1967. Namun, dalam perjalanannya, RUU tersebut mengalami hambatan
pada tahun 1975 dan 1977, Pada masa itu, RUU ini mengalami beberapa
kali peninjauan dengan berbagai alasan. Padahal, jika dilihat } konteksnya,
UL Bantuan Hui\um tidak akan mexugilﬂn slapq pun. UU Bantuan, -

Ml rmembertkarkepmstiamtrerhadappekerim bammm ok da
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masyarakat. UU ini juga tidak akan merugikan advokat. Sebaliknya,
‘peran advokat akan semakin diperjelas seperti dimaksud dalam Pasal
22 (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

- Pada pertemuan nasional tahunan YLBHI yang diadakan di
 Denpasar tahun 2005, ide uatuk mendorong UU Bantuan Hulkum

_' Lembah mencuat.. Hai ini chdasarkan pad’t tu]uan bahwa UU ini
' wr_ha_dap_lxeadl_lq_n _ _dan orang atau Lelompoh yang men]qdl korban
* kejahatan HAM dan penyalahgunaan kekuasaan. (hal. 205).

~Pada bagian akhis, cpilog ditulis oleh Mas Achmad Santosa
deng1n menmngkat topik bantuan hukum yang dikaitkan dengan
konsep pembaruan hukum di Indonesia. Pada bagian ini, disinggung
pula betapa pentdngaya peran LBH-LBH di seluruh Indonesia untuk
bessatu, dan berjalan beriringan dengan LSM-LSM yang bergerak di
bidang pembaruan hukum demi tesciptanya sistem bantuan hukum
yang efektf bagi masyarakat. Di samping itu, political will yang kuat dari
pemerintah juga diharapkan turat membantu. Secara keseluruhan, karya
ini merupakan referensi yang baik untuk mengkaji permasalahan bantwan
hukum di Indonesia. Terlepas dari kekurangan yang ada, karya ini mampu
memberikan gambaran vang komprehensif terhadap kondisi pelayanan
bantuan hukum di Indonesia. Akhit kata, selamat membaca!
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